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Disertasi ini merupakan penelitian hukum normatif, penelitian dilakukan
dengan menelaah dan mempelajari sejumlah bahan hukum atau dokumen hukum
berupa putusan pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan, buku-buku,
kitab, tulisan ilmiah dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalah
yang diteliti.

Penelitian ini beranjak dari ketidaksinkronan aturan yang mengatur
persoalan syigaq dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian,
ketidaksinkronan pengaturan tersebut berpengaruh terhadap praktek penangan
perkara perceraian dengan alasan syigag/pertengkaran terus menerus di
Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf f KHI ditentukan, salah satu alasan perceraian adalah ‘“‘antara
suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Alasan perceraian inilah
yang kemudian secara sederhana dipahami sebagai syigag dalam hukum Islam,
yang kemudian dalam penanganan perkaranya diterapkan ketentuan Pasal 76
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
menmenentukan sebagai berikut:

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syigag, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan
antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga
masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakam.

terhadap ketentuan ini dalam prakteknya relatif tidak ada problem. Namun

kemudian dalam perjalanan lebih lanjut berkembanglah pendapat yang pada

intinya “memisahkan” antara syiqdq dengan pertengkaran terus menerus sebagai
alasan perceraian, pendapat ini kemudian dilegitimasi ke dalam Prdoman

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Pola Bindalmin/Buku II)

yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor:

KMA/032/SK/IV/2006 pada huruf b ditentukan sebagai berikut : “Gugatan atas

alasan syigdq harus dibuat sejak awal bahwa perkara tersebut perkara syigag,

bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian
dijadikan perkara syigaq”.
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Secara teoritik dan praktek pengaturan dalam Buku II huruf b yang
memisakan antara pertengkaran terus menerus dengan syigag tersebut sarat
dengan probelematika hukum. Dalam tinjauan berbagai pendekatan dan teori
analisis, yaitu melalui pendekatan tafsir Al-Qur’an dan figih, melalui teori
mashlahat, teori maqashid syariah dan teori sinkronisasi hukum, pemisahan
tersebut tidak tepat dan berakibat kepada ketidaksinkronan dalam praktek hukum
penanganan perkara perceraian dengan alasan pertengkaran terus-menerus.
Karena itu dalam rangka memberikan solusi atas problematika hukum tersebut
ketentuan dalam Buku II huruf b tersebut harus ditinjau ulang dan dilakukan
dekonstruksi hukum.
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This dissertatation was a normative legal research, this research is
conducted by examining and studying several legal materials or legal documents
in the form of religious court decisions, laws, books, scientific writings and
literature related to the subject being studied.

This study went from the unsynchronized regulation issue of Syiqaq and
continuous conflict as a reason for divorce, the unsynchronized regulation affects
the practice of handling divorce cases on the grounds of Syiqaq in the Religious
Court.

In Article 19 letter f Government Regulation No 9 2019 jo Article 116
letter £ KHI, it is determined, that one of the reasons for divorce is "between
husband and wife there are constant disputes and conflict and there is no hope of
living well in the household" The reason for this divorce is simply understood as
Syiqaq in Islamic law, which then in its handling applies the provisions of Article
76 of Law No. 1 of 1989 on Religious Court determined by the following:

1. If the divorce lawsuit is based on Syiqaq, the testimony of witnesses from
families or people close to the husband and wife must be heard to obtain a
divorce verdict.

2. After hearing the witnesses testimony about the nature of the dispute
between the husband and wife, they may appoint one or more of the
families of each party or other to be hakam.

In reality, in the course of further development, there is an opinion that in
essence "separates" Syiqaq and the continuous conflict as the reason for divorce,
this opinion is then legitimized into Book II Bindalmin which is enforced based
on the  Supreme Court Chief of Republic Indonesia Decree number:
KMA/032/SK/IV/2006 in letter b is determined as follows: "The claim on the
grounds of the Syiqaq must be made from the beginning of the conflict is a matter
of the Syigaq, not from the divorces case that basis of continuous friction which
is then made into a matter of Syigaq."

Theoretically and practically the regulations in Book II Bindalmin which
is between the continuous conflict is loaded with many law problems. the review
of various approaches and theories of analysis, namely through the approach of
interpretation of the Qur'an and fiqih, through the theory of mashlahat, the theory
of sharia maqgashid, and the theory of legal synchronization, the separation is not
accurate and results in unsynchronized practice of legal handling divorce cases on
the grounds of constant conflicts. Therefore, to solve the legal problem, the
provisions in Book II Bindalmin must be reviewed and reconstructed.
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